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ABSTRACT

Efektivitas kinerja pelayanan pemerintah adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu
dalam waktu yang ditetapkan, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Efektif dan tidaknya pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dari sejauh mana masyarakat merasa
puas dengan pelayanan yang diberikan. Untuk itu di dalam pelaksanaan efektivitas kinerja
pelayanan tentu ada dua hal yang perlu diperhitungkan yaitu tujuan dan hasil. Dimana tingkat
efektivitas kinerja pelayanan di pemerintahan kota Tomohon masih belum baik dan perlu adanya
perbaikan, dengan cara harus adanya dukungan dan kerja sama diantara pegawai, maka tingkat
efektivitas kinerja pelayanan tersebut akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan atau
sasaran yang nantinya dapat memuaskan masyarakat, untuk itu perlu ditetapkan terlebih dahulu
karakteristik apa yang baik dan perlu adanya strategi untuk meningkatkan efektivitas kinerja
pelayanan pemerintahan desa untuk mencapai pelayanan yang prima yang akan diberikan kepada
masyarakat.

Dari hasil penelitian di ketahui pertama: tingkat efektivitas kinerja pelayanan pemerintah
jungke pada masyarakat masih belum baik dan belum mengenai sasaran, di mana masih adanya
pelayaan khusus dan biasa terutama dalam pengurusan kartu tanda penduduk dan surat tanah.
Kedua: masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kantor Kecamatan.

Tingkat efektivitas kinerja pelayanan pemerintahan desa pada masyarakat Kota Tomohon
masih rendah dan belum baik terutama dalam pelaksanaan efektivitas waktu pelayanan dan
tanggung jawab terhadap tugas terutama dalam pembuatan KTP dan surat tanah dan masih
adanya pelayanan khusus dan biasa, dan masih adanya penambahan biaya untuk mempercepat
penyelesaian tugas.dan masih kurangnya sarana dan prasarana. Saran penulis hendaknya
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pemerintahan Kota Tomohon menghilangkan pelayanan khusus dan penambahan biaya
khususnya di dalam pengurusan surat-surat seperti pembuatan KTP dan surat tanah dan
hendaknya menambah sarana dan prasarana kantor yang masih kurang.

Keyword : Efektifitas, Disiplin, Kinerja Pelayanan

LATAR BELAKANG

Kinerja pelayanan pemerintah masih lemah, pemahaman tentang pemerintahan yang baik
tidak mampu dijalangkan dengan yang diharapkan oleh masyarakat akibat yang terjadi penguna
jasa tidak merasa puas dengan apa yang di berikan kepada mereka. Perbaikan dalam
penyelenggaraan pemerintah harus terus dilakukan terutama dalam hal disiplin pegawai,
bagaimana menimbulkan dan menguatkan kinerja aparat sebagai abdi Negara dan abdi
masyarakat yang mau tidak mau harus berupaya meningkatkan kemampuan kerjanya semaksimal
mungkin, karena pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah kecamatan sangat tergantung
pada kinerja aparaturnya. Sedangkan masyarakat harus dapat menilai kinerja kantor pemerintah
dari kualitas pelayanan yang diterimanya.

Sehubungan dengan jumlah aparatur kecamatan yang kurang memadai atau tidak
sebanding dengan volume atau beban kerja yang diterima, terutama dalam hal pelayanan kepada
masyarakat, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kinerja aparat pemerintah terhadap
pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya pelayanan yang baik. Peningkatan kualitas
pelayanan yang menjadi tuntutan masyarakat harus dipenuhi oleh aparat pegawai sebagai
penyelenggara pemerintah sebagaimana halnya di pemerintahan kecamatan Tomohon Utara Kota
tomohon yang menjadi fokus penelitian ini. Karena pada dasarnya menerima pelayanan yang
memuaskan dari aparat pemerintah merupakan hak yang dimiliki setiap warga Negara dan warga
masyarakat.

Dengan pelayanan yang diterima tersebut maka diharapkan masyarakat akan
berpartisipasi aktif dalam mendukung tugas-tugas aparat pemerintah, sehingga terjadi
keseimbangan antara hak yang ditetapkan oleh masyarakat dan kewajiban yang harus dijalankan
sebagai warga Negara. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status, pangkat, dan
golongan dari suatu masyarakat. Ada saat yang sama masyarakat mempunyai hak yang sama
untuk memperoleh pelayanan tersebut dengan landasan yang bersifat tuntutan dalam bentuk
pedoman tata laksana pelayanan umum.

Kantor Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon adalah sebagai ujung tombak
pelaksanaan pelayanan pemerintahan di kecamatan. Salah satu unsur utama penentu kinerja
pemerintahan adalah disiplin pegawai negeri sipil, kinerjanya yang ada didalam kantor tersebut
sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pelayanan pemerintahan. Kondisi perkantoran
pemerintah pada kenyataannya selalu bermasalah dengan disiplin pegawainya. Adanya
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peraturan-peraturan disiplin PNS yang selalu diperbaharui, tidak serta merta langsung
memperbaiki kinerja PNS. Pada akhirnya masyarakat banyak mengeluhkan mengenai pelayanan
yang tidak maksimal diberikan kepada mereka.

Bagaimana pelayanan pemerintah Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon dalam
pemberian pelayanan kepada masyarakat memerlukan perhatian yang serius dan tanggung jawab
moral yang tinggi. Karena kenyataan yang ada menunjukan bahwa kinerja aparatur terutama
disiplinnya masih lemah yang berpengaruh kepada pelayanan public. Pelayanan yang diberikan
sangat lambat dan berbelit-belit. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat
di kecamatan ketika harus berurusan dengan kantor kecamatan. Hal itu merupakan tantangan
tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya yang bertugas di kantor Kecamatan Tomohon
Utara sebagai objek penelitian ini, untuk selalu memperlihatkan kinerja disiplin yang optimal
dalam memberikan kepada masyarakat.

RUMUSAN MASALAH
1. Penerapan Disiplin PNS di Kantor Kecamatan Tomohon Utara.
2. Kendala-kendala dalam penerapan disiplin PNS di Kantor  Kecamatan Tomohon Utara.

TUJUAN PENELITIAN
1.  Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penerapan Disiplin PNS dalam Meningkatkan

Kinerja Pelayanan di Kantor Kecamatan Tomohon Utara
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala-kendala Pemerintah Kecamatan Tomohon

Utara dalam penerapan disiplin PNS.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut

Masri Singarimbun (1982), bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena
sosial tertentu. sehingga dalam penelitian ini, menurut Bungin (2004), tim peneliti tidak
melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh akan dianalisis serta
dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pemerintahan Kecamatan Tomohon Utara dan Pelayanannya

1. Susunan Organisasi Kecamatan Tomohon Utara
Struktur organisasi merupakan suatu kerangka kerjasama dari berbagai bagian

menurut pola yang menghendaki adanya tata tertib, penyusunan yang logis dan hubungannya
serasi.   Jadi   dalam   struktur   organisasi   terdapat   rangka   yang menunjukkan segenap tugas
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pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun struktur. Adapun susunan organisasi
Kecamatana Tomohon Utara tertuang pada struktur organisasi berikut ini :

Struktur organisasi pada Kecamatan Tomohon Utara memiliki unsur-unsur yang terdiri
dari :
1. Unsur Pimpinan yaitu Camat
2. Unsur pembantu yang terdiri dari:

a. Sekretariat
b. Seksi Pemerintahan
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
e. Seksi Ekonomi Pembangunan dan PEmberdayaan Perempuan
f. Seksi Pertanahan dan Aset

2. Keadaan Pegawai
Pelaksanaan tugas dan fungsi dilaksanakan dalam jadwal kerja yang diatur sedemikian

rupa. Dengan jadwal dan pemakaian yang teratur maka pegawai telah bekerja sesuai dengan
aturan yang ada. Selanjutnya dari data yang terdapat pada Kecamatan Tomohon Utara yang
menduduki jabatan struktural adalah Camat, sekretariat, seksi pemerintahan, seksi kentrentraman
dan ketertiban, seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan desa/ kelurahan,
seksi kesejahteraan social, seksi pertahanan dan aset.

B. Penerapan Disiplin Pegawai
Keberhasilan penyelenggaraan, pelaksanaan tugas dan kegiatan program pembangunan

pemerintah kecamatan Tomohon Utara, sangat ditentukan oleh kemampuan dan kualitas pegawai
yang tersedia. Tetapi pada kenyataannya, di pemerintah kecamatan Tomohon Utara masih ada
pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai baik staf maupun pejabatnya secara sengaja
maupun tidak disengaja. Sehingga mengganggu dan menghambat pelaksanaan pencapaiaan
tujuan sesuai dengan visi dan misi Badan Ketahanan Pangan.

C. Hasil Kinerja Pegawai Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara
Hasil wawancara dengan bapak Camat Tomohon Utara diruang kerjanya mengatakan

“Untuk mengetahui hirarki kewenangan yang ada pada Kecamatan Tomohon Utara ini yang
sekaligus juga menggambarkan alur proses pertanggungjawaban yang ada dapat dilihat pada
bagan struktur organisasi Kecamatan. Dimana tingkat kewenangan yang tertinggi untuk
memminta pertanggungjawaban disini adalajh saya  selaku  Camat  dan  diteruskan  kepada
posisi  dibawah  sesuai  dengan struktur.  Dengan  kata  lain  dapat  digambarkan  bahwa
pegawai bertanggungjawab pada kepala seksi masing-masing, kepala seksi tersebut selanjutnya
bertanggungjawab pada saya. Begitulah tingkat hirarki kewenangan pertanggungjawaban yang
ada disini.” Dengan   demikian   alasan   utama   Kecamatan   Tomohon Utara   dalam
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melakukan akuntabilitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan adalah demi terciptanya
proses kerja yang sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena pelayanannya menyangkut
kepentingan bangsa, negara dan masyarakat maka alasan Kecamatan Tomohon Utara melakukan
akuntabilitas pada kinerja pegawainya sangatlah tepat, dimana lingkup  akuntabilitas  yang
diberikan  tidak  hanya  kepada  informal  dalam  ruang lingkup organisasi saja tetapi juga
kepada eksternal organisasi yaitu kepada masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan.

D. Disiplin Kerja Mempengaruhi Kinerja Pegawai Hingga Kepada Kinerja Pelayanan
Dari hasil penelitian mengenai disiplin kerja di pemerintah kecamatan Tomohon Utara

dalam hubungannya dengan kinerja pegawai dan pelayanannya, beberapa informan melalui
Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara menilai bahwa disiplin kerja yang ada di
pemerintah kecamatan Tomohon Utara masih dalam kategori rendah sebagaimana yang telah
dipaparkan di atas mengenai disiplin pemerintah kecamatan Tomohon Utara, dimana sebagian
besar di antaranya menilai bahwa dari rendahnya disiplin kerja yang ada menyebabkan kinerja
pegawai juga rendah, dimana banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kinerja
pegawai dna pelayanannya. Sisanya, yakni menilai bahwa kinerja pegawai masuk kategori cukup
tinggi. Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat
kedisiplinan yang dimiliki seorang pegawai maka akan semakin tinggi pula kinerja pegawai.
Bahwa Disiplin pegawai akan mempengaruhi faktor-faktor kinerja pegawai yang nantinya akan
mempengaruhi peningkatan kinerja pelayanan.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bahwa disiplin kerja pegawai di Pemerintah kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon

sebagian masih tergolong baik, sebagian penilaian tergolong buruk. Diambil dari
pengambilan data kepada para informan terutama dari informan pegawai negeri, manajemen,
dan pimpinannya. Bahwa disipln yang ditunjukan mereka mendapati berbagai perilaku yang
baik maupun perilaku yang buruk.Dari hasil penelitian mengenai disiplin kerja di pemerintah
kecamatan Tomohon Utara dalam hubungannya dengan kinerja pegawai dan pelayanannya,
bahwa disiplin kerja yang ada di pemerintah kecamatan Tomohon Utara adalah masih
rendah, bahwa dari rendahnya disiplin kerja yang ada menyebabkan kinerja pegawai juga
rendah, dimana banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kinerja pegawai dan
pelayanannya.

2. Bahwa kinerja pelayanan hasil dari penelitian terungkap baik dan buruk, keduanya
menunjukan keseimbangan. Informan dari dalam pemerintah kecamatan Tomohon Utara
mengatakan baik, namun sebagian besar masyarakat mengatakan berbagai permasalahan
yang didapati ndalam pelayanan pemerintah kecamatan. Ini menunjukan aspek pelayanan
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pemerintahan kepada masyarakat belum sepenuhnya baik, yang tentunya dipengaruhi oleh
berbagai faktor dan kedua faktor yakni disiplin dan kinerja saling mempengaruhi.

3. Bahwa kinerja dalam pelayanan pemerintah kecamatan Tomohon Utara cukup rendah.
Sehingga semakin tinggi tingkat kedisiplinan yang dimiliki seorang pegawai maka akan
semakin tinggi pula kinerja pegawai. Disiplin kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk
menyesuaikan diri dengan aturan organisasi sehingga tujuan organisasi itu tercapai. Hail itu
berarti, terpenuhinya standar ukuran prestasi. Hal ini sesuai dengan pengertian disiplin kerja
yaitu sikap dan perilaku yang berniat untuk menyesuaikan dengan peraturan organisasi.
Disiplin kerja merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi terutama kepada kinerja
pelayanan pemerintah kecamatan.

B. Saran
1. Dengan melihat hasil analisis yang menunjukkan bahwa program disiplin kerja dan

peningkatan kinerja pelayanan pada Kantor Pemerintah kecamatan Tomohon Utara masih
perlu diadakan riset lebih lanjut untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi atas
penerapan disiplin kerja.

2. Perlu meningkatkan pemberlakuan disiplin kerja yang ketat terhadap pegawai sebab hal
tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan mampu menumbuhkan
persepsi positif pegawai terhadap tempat mereka bekerja.

3. Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti unsur-unsur disiplin kerja yang lain,
serta faktor lain yang dapat meningkatkan kinerja pegawai baik yang bersifat langsung
maupun yang bersifat tak langsung serta hubungannya dengan produktifitas pegawai.
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